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mengenal PAJIW




T
Hal-hal yang dibahas :

* Pengertian Pajak

* Fungsi Pajak

e Sistem Perpajakan Indonesia
* Jenis / Macam-macam Pajak
* Wajib Pajak

e NPWP

* Tarif PPh Badan

* Fasilitas bagi yang ber-NPWP
e Sistem Pembayaran

e Sistem Pelaporan




IE———————
apakah PAJAK itu..??

APA SICH
PAJAK
ITU 2?22




pengertian PAJAK

4 KONTRIBUSI WAJIB kpd negara
m) dapat DIPAKSAKAN

» berdasarkan UNDANG UNDANG
» tanpa IMBALAN LANGSUNG
» bagi KEMAKMURAN RAKYAT
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fungsi PAJAK -

1. SUMBER KEUANGAN NEGARA
CONTOH :

- UNTUK PEMBANGUNAN
BERBAGAI BIDANG =

PENDIDIKAN, KESEHATAN,
KEAMANAN, DSB




fungsi PAJAK

2. FUNGSI MENGATUR (REGULEREND)

CONTOH :

- BEA MASUK = MELINDUNGI PRODUKSI
DALAM NEGERI

- PPNnBM = MENCEGAH GAYA HIDUP

MEWAH
- PEMBEBASAN PAJAK = MENINGKATKAN

INVESTASI




fungsi PAJAK

3. PAJAK SEBAGAI STABILISATOR
CONTOH :
- STABILISASI HARGA
- STABILISASI PEREKONOMIAN




fungsi PAJAK

3. PAJAK UNTUK DISTRIBUSI
PENDAPATAN

CONTOH

- TARIF PAJAK PROGRESIF
ORANG BERPENGHASILAN LEBIH BESAR
DIKENAKAN TARIF PAJAK LEBIH TINGGI
DEMIKIAN PULA SEBALIKNYA




Sistem Perpajakan

Indonesia

OFFICIAL
ASSESSMENT

SEBELUM REFORMASI

- _/

SELF
ASSESSMENT
4 )

REFORMASI PERPAJAKAN
Wajib Pajak mendaftarkan diri,
menghitung, membayar dan

melaporkan pajaknya sendiri

N Y
IR




SELF-ASSESM|

ENT SYSTEM

Menghitung [

TaripxDPP | Pajak Terutang

Memperhitungkan

Pelunasan Pajak Kredit Pajak

g5t [ | Membayar

PT - KP

Q@ > | Melaporkan




jenis PAJAK

PAJAK
DAERAH

Pajak Hotel Pajak Penghasilan (PPh)
Pajak Restoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pajak Hiburan PPnBM
Pajak Reklame Bea Meterai
Pajak Penerangan jalan Pajak Bumi dan Bangunan
Pajak Kendaraan Bermotor BPHTB
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Wajib Pajak (WP)

Adalah orang pribadi atau badan meliputi :
 pembayar,

* Pemotong,

 Pemungut pajak,

Yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.




Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)

Merupakan tanda pengenal diri identitas WP
dalam melaksanakan hak dan kewajiban

Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak
dan pengawasan administrasi perpajakan

Sarana dalam administrasi perpajakan




Siapa yang wajib mempunyai NPWP?

Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan :
e Subjektif
(orang pribadi, badan, warisan yang belum terbagi

sebagai satu kesatuan, bentuk usaha tetap/ BUT )

* Objektif (adanya penghasilan atau diwajibkan melakukan
pemotongan/pemungutan sesuai UU PPh)

Termasuk :

* Wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena
hidup terpisah bds kep.hakim atau bds perjanjian
pemisahan penghasilan dan harta;

* Wanita kawin selain dimaksud di atas untuk memperoleh
@ NPWP atas nama dirinya.




APA MANFAAT NPWP??

Pengembalian Pembuatan
Pajak: Paspor
e Zakat
eKredit Pajak Fiskal ,
Luar Negeri ic I'égI?JJIg an
_/

Pembuatan R/K

. di Bank
Pengajuan

Kredit Bank Bayar Pajak
@ lebih kecil




PERLAKUAN PERPAJAKAN
BAGI KOPERASI




TANYA PAK ?7?

Apa sih pajak itu ?

Kenapa sih harus bayar pajak ?




Negara membutuhkan dana yang sangat besar untuk
membiayai penyelenggaraan negara
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2 Pinjaman LN tian DN

,/

\‘ Pajaalixs
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MENGAJAK PERAN SERTA RAKYAT UNTUK
MEMBIAYAl NEGARANYA SENDIRI

RAKYAT RAKYAT YANG SUDAH MEMENUHI SYARAT
YANG UNTUK MEMBAYAR PAJAK
MANA 27 YAITU YANG SUDAH MEMILIK]

PENGHASILAN MELEBIHI PTKP
DALAM SATU TAHUN

§




Tahukah anda bahwa setiap hari anda sudah dibantu negara
melalui dana berasal dari pajak ?

o 0 O Yang benar ?

Bapak dan Ibu ini adalah pengguna angkutan darat,
Pengguna listrik (PLN) , dan jasa kesehatan

di Puskesmas Yang dananya disubsidi oleh negara.
Contohnya Subsidi BBM, yg seharus masyarakat
Membeli bensin sesuai harga pasar dunia yaitu

Rp 7.000, tetapi kita cukup membayar Rp 4.500,-
Artinya setiap liter bensin yg dibeli masyarakat
Negara mensubsidinya sebesar Rp 2.500.

Berapa liter bensin yg sudah kita pakai setahun ?
dan Berapa dana pajak yg sudah dinikmati mereka ?



BAGAIMANA CARANYA ???

YANG SUDAH MEMENUHI SYARAT

MENDAFTARKAN Q
SENDIRI

MENGHITUNG
SENDIRI

MEMBAYAR ||
SENDIRI

MELAPOR
SENDIRI




Bagaimana dengan Koperasi ?

Undang-Undang Perpajakan menjelaskan bahwa :
1. Koperasi adalah Subjek Pajak
2. Koperasi yang menerima penghasilan seperti dari usaha,
bunga bank, dan lainnya merupakan Objek Pajak
Jadi, Koperasi memenubhi syarat sebagai Wajib Pajak dan wajib
Mendaftarkan diri untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Pada saat kapan kewajiban mendaftarakan
diri bagi Koperasi timbul ?

Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
dan Wajib Pajak badan, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh
Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan setelah saat usaha
mulai dijalankan.(Kep Dirjen 161/P]J/2001)
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Tata Cara Pendaftaran NPWP

* Wajib Pajak (WP) mengisi formulir
pendaftaran

* menyampaikan secara langsung atau melalui
pos ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau
Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi

Perpajakan (KP2KP) setempat dengan
melampirkan:




APA MANFAAT NPWP?

Pengembalian
Pajak:

« Zakat

* Kredit Pajak Fiskal

Pengajuan
SIUP

Luar Negeri
Pembukaan R/K
= di Bank
Tidak
Pengajuan Terkena Tarif

yg Lebih

Kredit Bank : :
Tinggi




____________________________________________________________________________________________________|
BAGAIMANA CARANYA MEMPEROLEH NPWP g2

- LANGSUNG DATANG KE KPP
i il P &

Wajib Pajak

atau melalui

Pendaftaran NPWP melalui internet

atau melalui

Pemberi kerja (perusahaan)
Khusus untuk Orang Pribadi
_ Karyawan
SYARATNYA ....7??? CUKUP FOTO COPY KTP!




Tata Cara Mendapatkan NPWP




Sarana Untuk
Membayar pajak

Surat Setoran Pajak : -

SPT TAHUNAN TFORMULRR
PAJAK PENGHASILAN l 7-’,0
‘WP ORANG PRIBADL
151 DENGAN HURDY CITAR  DIKITIK TAHUN PAJAK
sl Jumeocs LLLL

melaporkan .' T [LWh«dd ATAU
penghitungan dan ‘ Surat Pe(gg%ritahuan
pembayaran pajak | |

o ———

Sarana Untuk



../../../Documents and Settings/Administrator/road show_materi_HSTR/SSP.xls

T
Cara Memperoleh NPWP

* Datang langsung ke KPP / KP2KP (sesuai
domisili / KTP )

* Melalui e-reg ( www.pajak.go.id )

* Secara kolektif melalui perusahaan tempat
bekerja (Per-16/2007)



http://www.pajak.go.id/

- /]
Syarat Pengurusan NPWP Bagi OP

WP Orang Pribadi Non Usahawan :
Fotocopy KTP ( WNI ) atau fotocopy paspor.

e WP Orang Pribadi Usahawan :

1. Fotocopy KTP ( WNI ) atau fotocopy paspor,

2. Surat keterangan tempat kegiatan usaha dari
desa / kelurahan setempat.
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Wajib Pajak Badan

— Fotokopi akte pendirian dan perubahan terakhir
atau surat keterangan penunjukkan dari kantor
pusat bagi BUT;

— Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau
fotokopi paspor ditambah surat keterangan
tempat tinggal dari instansi yang berwenang
minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang
asing, dari salah seorang pengurus aktif;

— Surat Keterangan tempat kegiatan usaha dari
instansi yang berwenang minimal Lurah atau
Kepala Desa
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Pendafataran NPWP Melalui Elektronik

* Pendaftaran NPWP oleh Wajib Pajak dapat
juga dilakukan secara elektronik yaitu melalui
internet di situs Direktorat Jenderal Pajak
dengan alamat (e-
registration). Wajib Pajak cukup memasukan
data-data pribadi (KTP/SIM/Paspor) dan data
lain yang diminta untuk dapat memperoleh
NPWP



http://www.pajak.go.id/

.
PENDAFTARAN NPWP MELALUI INTERNET

f:> Buka Situs www.pajak.go.id

-
Pilih Menu E-Reg

a8

& isi kolom sesuai yg diminta

a

Setelah itu masuk ke dalam Menu
“Formulir Registrasi Wajib Pajak
Orang Pribadi”

Dan isi sesuai dengan KTP

4

Terbitlah Surat Keterangan Terdaftar

Sementara (SKTS)

Dgn NPWP-nya yg juga sementara
(berlaku 30 hari)

Pilih Menu "Buat Account Baru”

—_

Kantor Pelayanan Pajak akan
menerbitkan kartu NPWP dan SKT

L)

Cetak SKTS dan

“Formulir Registrasi Wajib Pajak
Orang Pribadi” lalu tandatangani
dan kirimkan ke KPP

beserta persyaratan lainnya




KEWAJIBAN KOPERASI
SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK

TEMPAT PELAPORAN USAHA
Pasal 2 ayat (2) UU KUP

[WP SEBAGAI PENGUSAHA ]
YANG DIKENAKAN PAJAK MENURUT UU PPN

===
oRaan
@

KANTOR PELAYANAN PAJAK




PENGERTIAN

PAJAK PAJAK PENJUALAN

PERTAMBAHAN ATAS BARANG MEWAH

NILAI (PPN) (PPn BM)

S
PAIAK YG DIKENAKAN ATAS KONSUMS! BARANG
ATAS KONSUMSI YG BERDSRKAN KMK
BARANG DAN JASA
TERGOLONG BRG MEWAH

W

DAERAH PABEAN

WILAYAH RI YG DI DALAMNYA
BERLAKU PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PABEAN




BARANG KENA PAJAK
(BKP)
BARANG BARANG
BERWUJUD TIDAK BERWUJUD
[SIFAT/HUKUMNYA ]
P
BARANG
BERGERAK YANG DIKENAKAN
PPN
BARANG
TIDAK BERGERAK




JASA KENA PAJAK

(JKP)
L

SETIAP KEGIATAN PELAYANAN
BERDASARKAN

SUATU PERIKATAN/PERBUATAN HUKUM

4= L

YANG MENYEBABKAN
BARANG/FASILITAS/KEMUDAHAN/HAK,
TERSEDIA UTK DIPAKAI

TERMASUK

4 L




NDALAM LINGKUNGAN
—== PERUSAHAAN ATAU PEKERJAANNYA

TIDAK TERMASUK
) PENGUSAHA KECIL KECUAL|




/ /
PENGUSAHA KECIL

PMK-193/PMK.03/2013TGL. 20 DESEMBER 2013 Berlaku Mulai 1 Januari 2014

PENGUSAHA YG DLM LINGKUNGAN
PERUSAHAAN/PEKERJAANNYA MELAKUKAN

PENYERAHAN BKP DAN ATAU JKP

PEREDARAN BRUTO
TDK LEBIH DARI
Rp 4.800.000.000 SETAHUN

Catatan :

Apabila sampai dengan suatu Masa Pajak dalam satu tahun buku
peredaran bruto lebih dari Rp 4.800.000.000,- maka pengusaha
ini memenuhi syarat sebagai PKP sehingga wajib melaporkan

usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP selambat-lambatnya

l . pada akhir bulan berikutnya. -




. " 4

A\ A\
= =
Omzet > 4,8 m Melaporkan Usahanya @

) T -

Kewajiban untuk memungut, menyetorkan dan melaporkan PPN dan PPnBM
yang terhutang dimulai sejak saat pengukuhan sebagai PKP

.. apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan , .... Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Jumlah kekurangan pajak yang terutang ditambah dengan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24
(dua puluh empat) bulan. (Ps. 13 UU 28/2007)

Hustrasl




KEWAJIBAN PERPAJAKAN KOPERASI

1. PEMBAYARAN, PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN,
DAN PELAPORAN

—u .

a. Wajib Pajak (Koperasi) wajib melunasi PPh yang terutang
bila memiliki penghasilan yang belum dikenai pajak
Termasuk penghasilan yang dikenai secara khusus (final)
tetapi tidak melalui pemotongan oleh pihak pemberi penghasilan.
Misal : - penghasilan dari sewa gedung milik koperasi yg disewa
oleh orang pribadi.
-penghasilan dari penjualan tanah dan atau bangunan

b. Wajib Pajak (Koperasi) wajib melunasi PPh Pasal 25 (bulanan)
dan PPh Pasal 29 (Kekurangan dalam SPT PPh Tahunan) apabila
memiliki penghasilan yang belum dikenai pajak (PPh) dan yang
tidak dikenai PPh yang bersifat tertentu (final).

Q~ Misal : Koperasi mendapat penghasilan dari sewa alat-alat

-‘ (diluar sewa gedung dan atau tanah) -




KEWAJIBAN PERPAJAKAN KOPERASI

2. PEMBAYARAN, PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN,
DAN PELAPORAN

e

c. Wajib Pajak (Koperasi) wajib melakukan pemotongan PPh

atas penghasilan yg diberikan kepada pihak lain yaitu :

- Orang pribadi karena pekerjaan, jabatan atau jasa dan kegiatan
dikenakan pemotongan PPh Pasal 21/26

- Perusahaan atau Orang pribadi yg memberikan jasa-jasa
tertentu, bunga, royalti, hadiah atau penghargaan, dikenakan
pemotongan PPh Pasal 23/26

- Perusahaan atau orang pribadi yg memberikan jasa persewaan
tanah dan atau bangunan, dan jasa konstruksi, dikenakan PPh
Pasal 4 yat (2)

d. Wajib Pajak (KOperasi) wajib melakukan pelaporan PPh yg
telah dihitung sendiri (PPh Pasl 25 dan SPT Tahunan PPh (Badan
@ dan PPh Pasal 21), pelaporan PPh yang telah dipotong (PPh

. | Pasal 21, 23 dan 4 ayat (2)) -
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Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Koperasi

* Kewajiban memiliki NPWP dan mendaftarkan diri sebagai Pengusaha
Kena Pajak bagi setiap Koperasi yang dibentuk;

* Kewajiban Melakukan Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) yaitu
penghasilan dari sewa tanah dan atau bangunan (tarif 10% dari jumlah
bruto), jasa konstruksi dan pengawasan dan perencanaan, Penyetoran
Sendiri PPh Pasal 4 ayat (2) yaitu penghasilan dari pengalihan hak atas
tanah dan atau bangunan (tarif 5% dari jumlah bruto pengalihan atau
serendah-rendahnya NJOP).

* Kewajiban Melakukan Pemotongan PPh Pasal 21 yaitu penghasilan yang
diterima oleh orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa
dan kegiatan (tarif Pasal 17 untuk penghasilan yg diterima pegawai baik
tetap maupun yg tidak tetap. Bagi pengurus yang bukan sebagai
pegawai tetap maupun tidak tetap serta dibayarkan secara tidak teratur
dikenakan tarif Pasal 17 yang dimulai);

* Kewajiban Melakukan Pemotongan PPh Pasal 23 yaitu penghasilan dari
bunga, royalti, deviden, hadiah dan jasa-jasa, selain yang telah dipotong
PPh Pasal 21, serta sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan
penggunaan harta.
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Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Koperasi

* Membuat laporan keuangan yang sesuai
dengan ketentuan perpajakan.

Misalnya Biaya-biaya yang diperkenakan UU
PPh (Pasal 6) dan biaya-biaya yang tidak
diperkenakan (Pasal 9).




f BIAYA-BIAYA YANG BOLEH h
DIKURANGKAN DARI

PENGHASILAN BRUTO
_ Pasal 6 ayat (1) J

—u

BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH, DAN MEMELIHARA
PENGHASILAN YANG MERUPAKAN OBJEK PAJAK KECUALI BIAYA
YANG BERKENAAN DENGAN PENGHASILAN YANG DIKENAKAN
PAJAK PENGHASILAN SECARA FINAL, TERMASUK :

- Biaya bahan baku/pembantu,
- Biaya tenaga kerja
- Biaya penyusutan fiskal dan/atau amortisasi
- luran kepada dana pensiun yg pendiriannya
telah disahkan oleh Menteri Keuangan
- Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta
- Kerugian dari selisih kurs
- Biaya penelitian dan pengembangan
perusahaan yang dilakukan di Indonesia
-Blaya bea siswa, magang, dan pelatihan
-Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang

. l memenuhi syarat tertentu dgm Kep Dirjen Pajak




(PENGELUARAN YANG BOLEH

DIBEBANKAN SBG BIAYA
LPasaI 6 ayat (1) huruf h

[BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH, DAN J

-

MEMELIHARA PENGHASILAN YANG MERUPAKAN
OBJEK PAJAK, TERMASUK

L —

PIUTANG YANG NYATA-NYATA
TIDAK DAPAT DITAGIH

; — A

1. TELAH DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA DALAM LAPORAN LABA RUGI KOMERSIAL;

2. TELAH DISERAHKAN PERKARA PENAGIHANNYA KEPADA PN ATAU BUPLN ATAU
ADANYA PERJANJIAN TERTULIS MENGENAI PENGHAPUSAN PIUTANG/PEMBEBASAN
UTANG ANTARA KREDITUR DAN DEBITUR YBS;

3. TELAH DIPUBLIKASIKAN DALAM PENERBITAN UMUM ATAU KHUSUS; DAN

4. WP HARUS MENYERAHKAN DAFTAR PIUTANG YANG TIDAK DAPAT DITAGIH KEPADA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

7

PELAKSANAANNYA DIATUR KEPDIRJEN




PENGELUARAN YANG TIDAK BOLEH

DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
Pasal 9 ayat (1)

[ PEMBAGIAN LABA DENGAN NAMA DAN DALAM
BENTUK APAPUN J

p
BIAYA YG DIBEBANKAN UTK KEPENTINGAN PRIBADI
L PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA

USAHA TERTENTU YANG DITETAPKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

PREMI ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWI GUNA, DAN
ASURANSI BEA SISWA YG DIBAYAR OLEH WP ORANG PRIBADI

/PENGGANTIAN/ IMBALAN PEKERJAAN/JASA YG DIBERIKAN DALAM BEN'I%K
NATURA DAN KENIKMATAN KECUALI

-PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI SELURUH PEGAWAI

-DI DAERAH TERTENTU DAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN
PEKERJAAN YANG DITETAPKAN KEPMENKEU (KMK No. 466/KMK.04/2000)

» PEMBENTUKAN DANA CADANGAN KECUALI CADANGAN UNTUK JENIS




PENGELUARAN YANG TIDAK BOLEH

DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
Pasal 9 ayat (1)

JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YG DIBAYARKAN KEPADA
PEMEGANG SAHAM ATAU PIHAK YG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

HARTA YG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN, DAN WARISAN
SESUAI PSL 4 AYAT (3) HURUF a DAN bKECUALI :ZAKAT ATAS
PENGHASILAN YANG DIBAYARKAN OLEH WP ORANG PRIBADI PEMELUK
AGAMA ISLAM DAN ATAU WP BADAN D.N YANG DIMILIKI OLEH PEMELUK
AGAMA ISLAM, KEPADA BADAN AMIL ZAKAT ATAU LEMBAGA AMIL ZAKAT
YANG DIBENTUK/DISAHKAN PEMERINTAH

[ PAJAK PENGHASILAN

» BIAYA YANG DIBEBANKAN/ DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI
WP ATAU ORANG YANG MENJADI TANGGUNGAN

» GAJI ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA, ATAU PERSEROAN KOMANDITER
YG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM

@ [SANKSI ADMINISTRASI DAN PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
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Contoh : Menghitung Pajak Terutang

* Mulai thn pajak 2010, tarif Pasal 17 Ayat (1)
huruf b menjadi 25%

Contoh:

Koperasi yg peredaran brutonya setahun tidak
melebihi Rp. 50 M dan penghasilan Kena
Pajak dari bagian peredaran bruto tidak
melebihi Rp. 4,8 M




CONTOH 2 PENGHITUNGAN FASILITAS UMKM

Peredaran bruto Koperasi XYZ dalam tahun pajak 2009 sebesar
Rp30.000.000.000,00 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar
Rp3.000.000.000,00.

Penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang:

1. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang
memperoleh fasilitas:

(Rp4.800.000.000,00 : Rp30.000.000.000,00) x Rp3.000.000.000,00 =
Rp480.000.000,00

2. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang
tidak memperoleh fasilitas:

Rp3.000.000.000,00 — Rp480.000.000,00 = Rp2.520.000.000,00

Pajak Penghasilan yang terutang:

- 50%x 28% x Rp480.000.000,00 Rp 67.200.000,00
- 28% x Rp2.520.000.000,00 Rp  705.600.000,00
Jumlah Pajak Penghasilan yang terutang Rp 772.800.000,00




 Tarif tunggal 28 % untuk Tahun
2009

« Mulali Tahun 2010

diturunkan menjadi 25 %




TARIF WAIJIB PAJAK PERSEROAN TERBUKA
Pasal 17 ayat (2b)

WP badan dalam negeri berbentuk perseroan terbuka
memperoleh penurunan tarif sebesar 5% dari tarif WP
badan yang berlaku (28%) sepanjang memenuhi syarat:

» paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang
disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
» persyaratan tertentu lainnya




TARIF PPh UNTUK FASILITAS PERPAJAKAN BAGI UMKM
| PASAL 31 E UNDANG-UNDANG PPh No. 36 TAHUN 2008 |

WP badan dalam negeri dengan peredaran bruto
s.d Rp50 miliar mendapat fasilitas berupa
pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal
yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak
dari bagian peredaran bruto sampai dengan
Rp4,8 miliar.




Kewajiban Perpajakan Koperasi

v"Mendaftarkan diri untuk mendapatkan
NPWP dan atau PKP

v'Menyetor dan Melaporkan Pajak
Penghasilan Badan

v'"Melakukan Pemotongan Pajak
Penghasilan

v'"Melakukan Pemungutan Pajak

Pertambahan Nilai 7




|
PENGHITUNGAN SHU

Peredaran Usaha

Harga Pokok Penjualan (-/-)

laba Bruto Usaha (1-2)

Biaya Usaha

laba Neto Usaha (3-4)

Penghasilan dari Luar Usaha (+/+)

Penghasilan Kena Pajak (s+6)

PPh Terutang
. SHU (7-8)

© 0 N O U A WN R




@ BENDAHARA PEMERINTAH / NON PEMERINTAH

MELAKSANAKAN KEWAIJIBAN
PEMOTONGAN & PEMOTONGAN PAJAK PUSAT ATAS
DANA YG BERASAL DARI APBN/APBD MAUPUN YANG NON APBN/D

Objek Penjelasan

PPh Pasal 4 ayat (2) Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan jasa tertentu &
sumber tertentu (jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan,pengalihan hak atas
tanah/bangunan, hadiah undian dan lainnya)

PPh Pasall5 Pemotongan atas Penghasilan yg dibayarkan kepada perusahaan
penerbangan/pelayaran dalam dan luar negeri (carter/sewa)

PPh Pasal 21 Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada orang pribadi
sehubungan dengan pekerjaan jabatan, jasa & kegiatan

PPh Pasal 22 Pemungutan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan dengan pembelian
barang (Bendahara Pemerintah)

PPh Pasal 23 Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan berupa hadiah, bunga,
deviden, sewa, royalty dan jasa-jasa lainnya selain Objek PPh Psl| 21

PPh Pasal 26 Pembayaran atas penghasilan kepada Wajib Pajak Luar Negeri.

PPN dan PPnBM Pemungutan atas pajak konsumsi yg dibayar sendiri sehubungan

penyerahan Barang Kena Pajak & Jasa Kena Pajak
Bea Meterai Pembayaran atas pemanfaatan dokumen2 tertentu (kuitansi, kontrak) I




PPh Pasal 4 ayat (2)
Bersifat Final




OBJEK PEMOTONGAN PPh PASAL 4 AYAT (2) (BERSIFAT FINAL)

Penghasilan dari
Persewaan Tanah &
atau Bangunan
(PP No. 29 Thn 1996
Jo. PP No.5 Tahun
pLi[1p)

Penghasilan
dari
Hadiah Undian
(PP No. 132
Thn 2000)

v

Penghasilan
dari Jasa
Konstruksi
(PP No. 51 Thn
2008 jo PP
No.40 Thn
2009)

L 4

Penghasilan dari
Pengalihan Hak
atas Tanah &/

Bangunan
(PP No. 48 Thn 1994 jo.
PP No. 71 Thn 2008 )

YANG DIBAYARKAN OLEH BENDAHARA

DIPOTONG DGN
TARIF
10% DARI
JUMLAH BRUTO*

DIPOTONG

DGN TARIF

25% DARI
JUMLAH BRUTO*

S 4

DIPOTONG DGN TARIF

PELAKSANAAN :

- 2% DARI JUMLAH BRUTO* UTK YG
MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA KECIL

- 4% DARI JUMLAH BRUTO* UTK TIDAK

MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA

- 3% DARI JUMLAH BRUTO YG MEMILIKI

KUALIFIKASI MENENGAH DAN BESAR

1. DIPOTONG DGN TARIF
5% DARI JUMLAH BRUTO*
KECUALI < Rp 60 jt

2. DIPOTONG DGN TARIF
1% JUMLAH BRUTO*
KHUSUS UNTUK RUMAH
SEDERHANA &
RUMAH SUSUN SEDERHANA

*jumlah bruto tidak
termasuk PPN

PERENCANAAN & PENGAWASAN :

- 4% DARI JUMLAH BRUTO* UTK YG
MEMILIKI KLASIFIKASI USAHA

- 6% DARI JUMLAH BRUTO* UTK

YG TDK MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA



OBJEK PEMOTONGAN PPh PASAL 4 AYAT (2)

Penghasilan dari
Transaksi derivatif
berupa Kontrak
berjangka yg
Diperdagangkan di
Bursa
(PP No. 17 Thn
2009)

Penghasilan
dari Bunga
Obligasi
(PP No. 16
Thn 2009)

Penghasilan
Bunga Simpanan
Koperasi yg
dibayar kpd
anggotanya
(PP No. 15 Thn
2009)

v
L

YANG DITERIMA OLEH PENERIMA PENGHASILAN

DIPUNGUT DGN
TARIF
2,5% DARI
MARGIN AWAL
(LIHAT PP 17 THN 2009)

~~
~~

~~
~~

Penghasilan
dari Bunga
deposito &
Tabungan serta
Diskonto SBI
(PP No. 11 Thn
2000)

DIPOTONG
5% s.d 20%
(lihat PP
No.16/2009)

*jlumlah bruto tidak

.@. termasuk PPN _ DAN RSS TERTENTU

DIPOTONG
10% DARI JUMLAH
BRUTO* UNTUK
BUNGA > Rp 240.000/
BULAN
(lihat PP No.15/2009)

15
L

Penghasilan dari
Penjualan saham
(PP No. 41 Thn
1994 jo.

PP No. 17 Thn
1997)

DIPOTONG 20%
DARIJUMLAH
BRUTO, KEC.

JUMLAH DEPO/TAB
DAN SBI TIDAK
MELEBIHI Rp 7 JUTA
& BUNGA YG
DITERIMA DANA
PENSIUN,
PERBANKAN DAN
DLM RANGKA RS

\V4
~

DIPOTONG DGN
TARIF 0,1% DARI
JUMLAH
BRUTO* NILAI
TRANSAKSI




Mekanisme Pemotongan PPh FINAL Psl 4(2)

Tagihan Sewa Ruangan

Harga (excl PPN) : 20.000.000,-
—

Bayar : 18.000.0 000,- (20.000.000 - 2.000.000) Pemfﬁ:&i’;ﬁfpemsi

Bukti Potong PPh FINAL Psl 4(2) Rp. 2.000.00
Rekanan

Lapor SPT Masa

PPh Psl 4(2)

Catatan : mekaisme Pemungutan PPN tdk
diperagakan di sini, hanya PPh Ps| 4(2)saja




KEWAJIBAN KOPERASI
SEBAGAI PEMOTONG PAJAK

KOPERASI SEBAGAI PEMOTONG PAJAK WAJIB :

MEMOTONG PPh PADA SAAT PEMBAYARAN DAN MEMBERIKAN
BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL KEPADA ANGGOTA KOPERASI
ORANG PRIBADI

MELAPORKAN PEMOTONGAN/PENYETORAN KPD KEPALA KPP
SETEMPAT, SELAMBAT-LAMBATNYA TGL 20 BULAN BERIKUTNYA
SETELAH BULAN PEMBAYARAN




\' PAJAK PENGHASILAN ATAS
T— PENGHASILAN DARI BUNGA SIMPANAN KOPERASI
/A\

DASAR HUKUM

——

PERATURAN KEPUTUSAN
PEMERINTAH
. R - B
PP No. 15 PMK
TAHUN 2009 NO.112/PMK.03/2010
. ) o




I
PAJAK PENGHASILAN ATAS
PENGHASILAN DARI BUNGA SIMPANAN KOPERASI

PENGERTIAN

r1 Penghasilan Berupa Bunga Simpanan

adalah imbalan berupa bunga simpanan yg diterima anggota
koperasi orang pribadi dari dana yg disimpan anggota koperasi
orang pribadi pada koperasi tempat orang pribadi tersebut

menjadi anggota.

Tidak termasuk dalam pengertian ini adalah bunga simpanan yg
diterima anggota koperasi orang pribadi yg merupakan bagian
dari sisa hasil usaha.




BUNGA SIMPANAN KOPERASI YG DIBAYARKAN
KEPADA ANGGOTA KOPERASI ORANG PRIBADI

. B

DIKENAI PPh BERSIFAT
FINAL

e

0% 10%
UTK PENGHASILAN BERUPA BUNGA UTK PENGHASILAN BERUPA BUNGA

SIMPANAN S.D Rp240 RIBU SIMPANAN LEBIH DARI Rp240 RIBU




CONTOH BUKTI POTONG PPH PASAL 4 AYAT (2) BUNGA SIMPANAN YG
DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KPD ANGGOTANYA

Larritsas bos-1 stk | Wilaiit Pk
Lermier ba-2 urriuk - Hanior Peimyaren Pajes
Lrritas boa-5 stk - Pomractong Pajsi

DEFARTEMEN KEUANGAN REFPUBLIK INDONESILA
HREKTORAT JENDERAL PALAK
KANTOR PELAYANAN PaJaK

BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOFERASI
KEPADA ANGGOTA KOPERASI ORANG PRIZADI

e S =
NPWP =B EEE R B L R
Nama :
Alamat
Bruto B Tarif PPh yang Dipotong
Rp) %) Rp)
() [FI] &3]
10%
Meaiallamgy: 100t L R e e e
................................................ 20 __....=
Pemotong Pajak =
MPWP - 3 = :
Mama
Perhafianm - Tanda Tangan, Nama dan Cap

1. Jumiah Pajak Penghasllan atas
Penghasilan dan Bunga Simpanan yang
dibayarkan oleh koperasi kepada anggota
koperas! Crang Pribadl bukan merupakan
k=dt pajak dalam SPT Tahunan PPN

2. Buktl Pemosongan Inl dianggap s3h
apablia dlisl dengan lengkap dan benar.

Lasspions 198 Perstures Dirskiur Jenderal Pajak Mossor PFER-S3P V2000
—
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PAJAK PENGHASILAN ATAS
DIVIDEN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH
WAIIB PAJAK ORANG PRIBADI
PP No. 19 TAHUN 2009

DIVIDEN
DENGAN NAMA & DALAM BENTUK APAPUN
TERMASUK DIVIDEN DARI PERUSAHAAN ASURANSI
KPD PEMEGANG POLIS DAN PEMBAGIAN SHU KOPERASI

.

DIKENAI PPh BERSIFAT
FINAL

o
—r—

TERUTANG SAAT DISEDIAKAN
UNTUK DIBAYARKAN




PEMOTONG PPh
ATAS PENGHASILAN DIVIDEN YG DITERIMA
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

.

PIHAK YG MEMBAYAR ATAU
PIHAK LAIN YG DITUNJUK
SBG PEMBAYAR

KEWAIJIBAN

MEMBERIKAN BUKTI POTONG
PPh PASAL 4 AYAT (2)
KEPADA WP OP PENERIMA DIVIDEN




- ___________________________________________________________________________________ |
CONTOH BUKTI POTONG PPH PASAL 4 AYAT (2) DIVIDEN YG DITERIMA

WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

| _ |
Lembar ke-1 untuk - Wajis Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Paiak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS DIVIDEN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI

MNOWIOL - o s e e 2
NPWP z - - - = = =
Nama
Alamat
Jumlah Bruto Dividen Tarif PPh yang Dipotong
(Rp) (%) (Rp)
(1) (2) (3)
10%

Terbilang :

Seme | By

Pemotong Pajak (s

NPWP : - - B - i

Nama :

Perhatian - Tanda Tangan, Nama dan Cap

1. Jumlah Pajak Penghasilan atas
Penghasilan dari dividen yang diterima
atau diperoleh WP Orang Pribadi Dalam
Negeri bukan merupakan kredit pajak
dalam SPT Tahunman PPh Orang Pribadi.

2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah S A B AR g
apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Lampiran 1.12 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/P /2009

F.1.1.33.21
|
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PENGHASILAN DARI HADIAH UNDIAN

| DASAR HUKUM |

e

PERATURAN KEPUTUSAN
PEMERINTAH DIRJEN PAJAK
4 ) 4 )
PP No. 138
TAHUN 2000 KEP-395/PJ./2001
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PENGERTIAN-PENGERTIAN

Hadiah Undian

adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yg
diberikan melalui undian.

Hadiah atau Penghargaan Perlombaan

adalah hadiah atau penghargaan yg diberikan melalui
suatu perlombaan atau adu ketangkasan

Hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan
lainnya

adalah hadiah dengan nama dan nama dan dalam bentuk
apapun yg diberikan sehubungan dengan pekerjaan, jasa
dan kegiatan yg dilakukan penerima hadiah

Penghargaan

adalah imbalan vyang diberikan sehubungan dengan
kegiatan tertentu.




HADIAH UNDIAN

il =

DIKENAI PPh BERSIFAT
FINAL

. -

25%
DARI JUMLAH BRUTO NILAI HADIAH

DIPOTONG

4 PENYELENGGARA UNDIAN
MELIPUTI :
ORANG PRIBADI, BADAN, KEPANITIAAN,
ORGANISASI (TERMASUK ORGANISASI
INTERNASIONAL) ATAU PENYELENGGARA
LAINNYATERMASUK PENGUSAHA YG
MENJUAL BARANG ATAU JASA YG

\MEMBERIKAN HADIAH SECARA DIUNDI

~

)

NILAI HADIAH ADALAH NILAI UANG ATAU NILAI PASAR
APABILA HADIAH TERSEBUT DISERAHKAN DLM BENTUK
NATURA SEPERTI RUMAH, MOBIL DAN MOTOR




 hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa
sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen
akhir

Syarat :
e tanpa diundi dan

* hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir
pada saat pembelian barang atau jasa.




Perbedaan Tarif Hadiah, Penghargaan

No | Jenis Hadiah Tarif Sifat

1. |Hadiah Undian 25% Final

2. |Hadiah atau Orang Pribadi Tidak Final
penghargaan Dalam negeri,
perlombaan, Pasal. 17 ayat (1)

penghargaan, dan huruf a (Objek PPh
hadiah sehubungan | 21)

dengan pekerjaan, |wajib Pajak Luar |Tidak Final
jasa, dan kegiatan Negeri, 20%

(Objek PPh 26)

WP Badan Dalam Tidak Final
Negeri/Bentuk
@ Usaha Tetap, 15%




4 )
Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan
kepada orang pribadi sehubungan dengan
pekerjaan jabatan jasa & kegiatan

G J




PEMOTONG PPh PASAL 21

PEMOTONG
ORANG PRIBADI
PEMBERI | )
KERJA i BADAN )
\ (TERMASUK BUT) |

BENDAHARA PEMERINTAH PUSAT/DAERAH
(TERMASUK INSTANSI/LEMBAGA PEMERINTAH LAINNYA,
LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA LAINNYA, KEDUBES RI DI LUAR NEGERI)

DANA PENSIUN, PT. TASPEN, PT. ASTEK,
PENYELENGGARA JAMSOSTEK

PENYELENGGARA KEGIATAN TERMASUK BADAN PEMERINTAH,
ORGANISASI YG BERSIFAT NASIONAL DAN INTERNASIONAL, PERKUMPULAN,
ORANG PRIBADI SERTA LEMBAGA LAINNYA YG MENYELENGGARAKAN

L KEGIATAN




BIAYA JABATAN & BIAYA PENSIUN

(Pasal 5 PMK 262)

(MAKSIMAL) (MAKSIMAL)

SETAHUN SEBULAN

\

7,
~
-/

BIAYA JABATAN
5 % X
PENGHASILAN BRUTO # 6.000.000 500.000
BIAYA PENSIUN

(GAJI)
5 % X
# 2.400.000 200.000

PENGHASILAN BRUTO
(PENSIUN)




Penghitungan PPh Pasal 21 Untuk Pejabat Negara/PNS/TNI-POLRI

] PENGHASILAN TERATUR DARI APBN/APBD PENGHASILAN TIDAK B
= = TERATUR
PENGHASILAN BRUTO g

i*l PENGHASILAN BRUTO
.

- GAIl KEHORMATAN P MG HONORARIUM, UANG SIDANG, UANG
- GAlI - TUNJANGAN YG TERKAIT ’ ’
HADIR, UANG LEMBUR, IMBALAN
- TUNJANGAN YG TERKAIT , )
PRESTASI KERJA, DAN IMBALAN LAIN

- =2

DENGAN NAMA APAPUN YG DITERIMA
PEJABAT NEGARA/PNS/TNI-POLRI

DIKURANGI: ‘
BIAYA PENSIUN, 5% DARI PENGH.BRUTO
(UANG PENSIUN) DIBEBANKAN KPD
MAKS Rp 2.400.000,00/THN ATAU KEUANGAN NEGARA/
Rp 200.000,00 DAERAH
pTKP | PENGHASILAN '
NETO ] DIPOTONG PPh Ps. 21 :

Tarif sesuai gol * dari

,

penghasilan bruto

[ PENGHASILAN KENA PAJAK # TARIF PS.17 UU PPh ] (FINAL)

b 4

KECUALI DIBAYARKAN KEPADA:

* PNS GOL. 1l/d KE BAWAH

* PEMBANTU LETNAN SATU
(SEDERAJAT) KE BAWAH

PAJAK TERUTANG
DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH

JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA
TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI



Fasilitas bagi yang ber-NPWP

1. Pembedaan tarif pemotongan/pemungutan:
e Tarif bagi WP ber-NPWP
e Tarif bagi WP tidak ber-NPWP

2. Fiskal Luar Negeri (FLN) hanya wajib dibayar oleh WP yang
bertolak ke luar negeri yang telah berusia

lebih dari 21 tahun dan belum memiliki NPWP

3. WP badan dalam negeri dengan peredaran bruto s.d
Rp 50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan
tarif sebesar 50% dari tarif normal yang dikenakan

atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto
sampai dengan Rp4,8 miliar (khusus UKM).




TARIF PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN

Jenis Pot/Put

Tarif Non-NPWP
dibandingkan
Tarif NPWP

Pasal 21 20% lebih tinggi
Pasal 22 100% lebih tinggi
Pasal 23 100% lebih tinggi




Mekanisme
Pembavaran

M PPh Pasal 25 (LS)
¥ PP Pasal 29

PPh Psl. 4 ayat
(2), Psl 15, Psl 21,
‘ 22, 23 serta PPh
Pasal 26

. MEMBAYAR
SENDIRI
PAJAK
TERUTANG

2. MELALUI
PEMOTONGAN
ATAU

PEMUNGUTAN

PIHAK LAIN




Mekanisme
Pembayaran

3. PEMUNGUTAN PAJAK
OLEH PIHAK —) PERTAMBAHAN

PENJUAL NILAI (PPN)

4.PEMBAYARAN
PAJAK
LAINNYA

PPh Psl. 4 ayat
(2), Psl 15, Psl
4 21, 22, 23
serta PPh
Pasal 26




Mekanisme
PELAPORAN

SPT MASA

SURAT PEMBERITAHUAN
(SPT)

SPT TAHUNAN

Sarana bagi Wajib Pajak
dalam melaporkan dan

mempertanggungjawabkan
penghitungan jumlah pajak
yang sebenarnya terutang

INGAT BATAS WAKTU PELAPORAN !!



BATAS WAKTU PEMBAYARAN DAN PELAPORAN

A. SPT Masa
No. Jenis Pajak Batas Waktu Penyetoran Batas Waktu Pelaporan Sanks:_l’z;lz:mbat Keterangan
1. PPhPasal 21 tgl 10 bin berikutnya tgl 20 bin berikutnya | Rp. 100.000,- Wajib tiap bulan
2 a.  PPhPasal 22 tgl 10 bin berikutnya tgl 20 bln berikutnya | Rp. 100.000,- Jika ada transaksi
PPh Pasal 22 pada hari yang sama
b. dilakukan pembayaran | tgl 14 bln berikutnya ' Rp. 100.000,- Jika ada transaksi
Bendaharawan
atas penyerahan barang
3. | PPhPasal 23 tgl 10 bin berikutnya tgl 20 bin berikutnya | Rp. 100.000,- Jika ada transaksi
4. | PPh Pasal 25 tgl 15 bin berikutnya tgl 20 bln berikutnya | Rp. 100.000,- Wajib tiap bulan
5a. P!Dh Fell 4 (2] it tgl 10 bin berikutnya tgl 20 bln berikutnya | Rp. 100.000,- Jika ada transaksi
dipotong
b. PPh Pasal 4 (2) yang tgl 15 bln berikutnya tgl 20 bin berikutnya = Rp. 100.000,- Jika ada transaksi
dibayar sendiri
PL SPT Masa PPN PL Pada akhir bulan
6a. PPN & PPnBM disampaikan ke KPP (UU setelah masa pajak Rp. 500.000,- PKP waijib tiap bulan
PPN) berakhir (UU PPN)
PPN & PPnBM

Bendaharawan

tgl 7 bin berikutnya

tgl 14 bln berikutnya

Rp.

@b.

500.000,-

Wajib tiap bulan



BATAS WAKTU PEMBAYARAN DAN PELAPORAN

B. SPT Tahunan
No. Jenis Batas Penyetoran Batas Pelaporan Sanksi Keterangan
1 SPT Orang Pribadi sebelum SPT disampaikan te! ?1 Maret thn Rp. 100.000,-
berikutnya
2 SPT Badan sebelum SPT disampaikan t! ':."0 April thn Rp. 1.000.000,-
berikutnya




PERLAKUAN KHUSUS DAN INSENTIF PERPAJAKAN BAGI KOPERASI DAN UKM

UU Perpajakan No.36 tahun 2008 tentang perubahan Keempat UU No.7 Tahun 1983,
Perlakukan khusus tersebut adalah :

Atas penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada
anggota koperasi orang pribadi yang besarnya tidak melebihi dari Rp. 240.000,00 (dua
ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan tidak dikenakan tarif PPh atau 0% (nol
persen) dan bersifat final;

Sedangkan penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada
anggota koperasi orang pribadi yang besarnya melebihi dari Rp. 240.000,00 (dua ratus

empat puluh ribu rupiah) per bulan dikenakan tarif PPh sebesar 10% (sepuluh persen)

dan bersifat final;

Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dibagikan koperasi kepada para anggotanya tidak
dikenakan pemotongan PPh Pasal 23.

Bagi Koperasi dan UKM yang berbentuk badan usaha, tarif PPh badan menjadi tarif
tunggal yaitu 25% dan apabila memenuhi syarat (peredaran bruto setahun tidak
melebih Rp50.000.000.000) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50%
dari 25% atau menjadi 12.5% yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian

e ieredaran bruto samiai denian Ri4.800.000.000|—'|




Insentif Pajak Bagi Koperasi dan UKM

a. Insentif PPh

Harta hibahan yang diterima oleh koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha
mikro dan kecil (Pasal 4 ayat (3) huruf a.2 UU PPh jo. Peraturan Menteri keuangan
Nomor : 245/PMK.03/2008) bukan merupakan objek Pajak Penghasilan. Dengan
demikian, apabila Koperasi dan UKM yang memenuhi syarat menerima harta hibahan
tidak dikenakan PPh;

Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh koperasi dari penyertaan modal
pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan
syarat, deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan (Pasal 4 ayat 3 huruf f UU PPh)
bukan merupakan objek PPh. Dengan demikian, apabila Koperasi dan UKM yang
berbentuk badan usaha menanamkan modal pada badan usaha lainnya di Indonesia
dan menerima dividen dari badan usaha tersebut, maka atas dividen yang diterima
tidak dikenakan PPh




| Contd

b. Insentif PPN

Koperasi dan UKM melakukan kegiatan usaha Import dan penyerahan di dalam negeri
berupa Barang hasil makanan ternak,unggas dan ikan dan atau bahan baku untuk
pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan, bibit dan atau benih dari barang
pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan, serta
barang hasil peternakan, PPN nya dibebaskan. Dengan demikian, apabila Koperasi dan
UKM membeli jenis barang tersebut, tidak akan dikenakan PPN (Peraturan Pemerintah
Nomor : 12 Tahun 2001 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 31 Tahun 2007).

Koperasi dan UKM yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak melakukan kegiatan
menyerahkan minyak goreng sawit curah dan minyak goreng kemasan sederhana
dengan Merek MINYAKKITA, PPNnya ditanggung oleh Pemerintah;

Koperasi dan UKM melakukan dagangan atau jasa) di Batam, Bintan dan Karimun di
bebaskan dari pengenaan kegiatan usaha (melakukan penyerahan barang PPN
termasuk apabila melakukan import barang dari luar daerah tersebut, juga
dibebaskan dari PPN, PPh Pasal 22 import dan cukai (Peraturan pemerintah Nomor

@ 2 tahun 2009);




| INGAT INI !




Outline

Dasar Hukum
Definisi & Kriteria Umum UKM
~asilitas di Bidang PPh

Fasilitas Lainnya

Wajlb Pajak Orang Pribadi Pengusaha
Tertentu (WP OPPT)
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Dasar Hukum

* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan stdtd dengan Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh).

* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2007 (UU KUP)

« Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
PP Nomor 130 Tahun 2000 (pengecualian objek bagi debitur kecil)

» Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.03/2010 (piutang tak tertagih sebagai pengurang
penghasilan bruto)

« Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.03/2008 (sumbangan yang tidak termasuk
sebagai objek PPh)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 stdd Peraturan Menteri Keuangan Nomor
208/PMK.03/2009 (WP OPPT)

» Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2007 (jangka waktu pelunasan STP, SKPKB,

SKPKBT)

« Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.03/2007 (pelaporan SPT Masa bagi beberapa
masa)

« Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2007 (pengembalian pendahuluan kelebihan
pajak)

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/P1/2010 (WP OPPT)

@Keiutusan Direktur Jenderal Palak Nomor KEP- 536iPJi2000 Inormal




Definisi & Kriteria Umum “UKM”

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan
dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha
Mikro sebagaimana diatur dalam UU No.20/2008.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,
yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenubhi
kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam UU No.20/2008.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha
yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan
yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun
tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah
kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur
dalam UU No.20/2008.

(Pasal 1 UU No.20 Tahun 2008)




]
Definisi & Kriteria Umum “UKM”

Kriteria Mikro Kecil Menengah

Kekayaan bersih | Paling banyak | > Rp50.000.000 > Rp500.000.000
(tidak termasuk | Rp50.000.000 s.d
tanah/bangunan) Rp500.000.000

Hasil penjualan Paling banyak | > Rp300.000.000| > Rp2.500.000.000

tahunan Rp300.000.000 s.d. s.d.
Rp2.500.000.000 | > Rp50.000.000.000

(Pasal 6 ayat (1), (2), dan (3) UU No.20 Tahun 2008)
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Fasilitas di Bidang PPh

Pasal 31E UU PPh:

Wajib Pajak badan dalam negeri dengan
peredaran bruto sampai dengan
Rp50.000.000.000 mendapat fasilitas berupa
pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)
nuruf b dan ayat (2a) UU PPh yang dikenakan atas
Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran
oruto sampai dengan Rp4.800.000.000
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Fasilitas di Bidang PPh

Contoh Penghitungan:

Peredaran bruto PT UKM Mandiri dalam tahun pajak 2009 sebesar
Rp4.500.000.000 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar
Rp500.000.000.

Penghitungan pajak yang terutang:

Seluruh Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh dari peredaran
bruto tersebut dikenai tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari
tarif Pajak Penghasilan badan yang berlaku karena jumlah
peredaran bruto PT UKM Mandiri tidak melebihi Rp4.800.000.000.

Pajak Penghasilan yang terutang:
(50% x 28%) x Rp500.000.000 = Rp70.000.000
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Fasilitas di Bidang PPh

Contoh Penghitungan:

Peredaran bruto PT UKM Mandiri dalam tahun pajak 2014 sebesar
Rp4.500.000.000 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar
Rp500.000.000.

Penghitungan pajak yang terutang:

Dengan berlakunya PP-46 mulai 1 Juli 2013, maka untuk perolehan
peredaran bruto sebesar Rp. 4.500.000.000 dikenakan PPh Final
dengan tarif 1% dari jumlah perolehan peredaran bruto setiap
bulan.

Artinya setiap bulan akan ada penyetoran PPh Final 1% dengan
SSP kode akun pajak 411128 dan kode jenis setoran 420.

Pajak Penghasilan yang terutang dan sudah dilunasi selama tahun
2014 yaitu:

1% x Rp 4.500.000.000= Rp 45.000.000




Fasilitas di Bidang PPh Tahun 2009

Contoh Penghitungan:

Peredaran bruto PT UKM Sejahtera dalam tahun pajak 2009 sebesar
Rp30.000.000.000 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp3.000.000.000).

Penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang:

1. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang
memperoleh fasilitas:

(Rp4.800.000.000 : Rp30.000.000.000) x Rp3.000.000.000
= Rp480.000.000

2. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak
memperoleh fasilitas:

Rp3.000.000.000 - Rp480.000.000 = Rp2.520.000.000
Pajak Penghasilan yang terutang:

- (50% x 28%) x Rp480.000.000 =Rp 67.200.000
- 28% x Rp2.520.000.000 = Rp705.600.000 (+)
Jumlah Pajak Penghasilan yang terutang = Rp 772.800.000




Fasilitas di Bidang PPh Tahun 2015

Contoh Penghitungan:

Peredaran bruto PT UKM Sejahtera dalam tahun pajak 2015 sebesar
Rp30.000.000.000 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp3.000.000.000).

Penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang:

1. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang
memperoleh fasilitas:

(Rp4.800.000.000 : Rp30.000.000.000) x Rp3.000.000.000
= Rp480.000.000

2. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak
memperoleh fasilitas:

Rp3.000.000.000 - Rp480.000.000 = Rp2.520.000.000
Pajak Penghasilan yang terutang:

- (50% x 25%) x Rp480.000.000 = Rp 60.000.000
- 25% x Rp2.520.000.000 = Rp630.000.000 (+)
Jumlah Pajak Penghasilan yang terutang = Rp 690.000.000




T
Fasilitas Lainnya (1)

Sesuai Pasal 9 UU KUP :

Bagi Wajib Pajak usaha kecil, jangka waktu
pelunasan STP, SKPKB, serta SKPKBT, dan SK

Keberatan, SK Pembetulan,Putusan Banding,
serta Putusan Peninjauan Kembali, yang
menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar
bertambah, yakni dalam jangka waktu 1 (satu)
bulan sejak tanggal diterbitkan, dapat
diperpanjang paling lama menjadi 2 (dua) bulan.
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Fasilitas Lainnya (1)

Sesuai Pasal 9 UU KUP jo. PMK 187/PMK.03/2007, Kriteria
Wajib Pajak usaha kecil adalah :

* Wajib Pajak orang pribadi usaha kecil
a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri; dan

b. menerima atau memperoleh peredaran usaha dari
kegiatan usaha atau menerima penerimaan bruto dari
pekerjaan bebas dalam Tahun Pajak sebelumnya
tidak lebih dari Rp600.000.000,00.

* Wajib Pajak badan usaha kecil

a. modal Wajib Pajak badan 100% dimiliki oleh Warga
Negara Indonesia;

b. menerima atau memperoleh peredaran usaha dalam
Tahun Pajak sebelumnya tidak lebih dari
Rp900.000.000,00.




Pengusahe Keeil

PMK 197/PMK.03/2013 tanggal 20 Desember 2013
tentang Batasan Pengusaha Kecil untuk Pajak
Pertambahan Nilai. (PPN) Batasan omzet pengusaha
kecil yang wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena
Pajak (PKP) atau menjadi wajib PPN dinaikkan menjadi
Rp4,8 Miliar setahun dari sebelumnya Rp600 juta
setahun. PMK ini berlaku efektif sejak Januari 2014,
implikasinya bagi PKP umumnya ?




Fasilitas Lainnya (2)

Sesuai PMK 245/PMK.03/2008:

e Harta hibah, bantuan, atau sumbangan yang diterima oleh orang
pribadi yang menjalankan usaha mikro dan usaha kecil,
dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan.

* QOrang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan usaha kecil
adalah orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan usaha
kecil yang memiliki dan menjalankan usaha produktif yang
memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. memiliki kekayaan bersih paling banyak
Rp500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha;atau

b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak
Rp2.500.000.000,00.
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Fasilitas Lainnya (3)

Sesuai PMK 57/PMK.03/2010:

* Piutang kepada debitur kecil (jumlahnya tidak melebihi Rp100.000.000) dan
debitur kecil lainnya (jumlahnya tidak melebihi Rp5.000.000) yang nyata-nyata
tidak dapat ditagih dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto,
sepanjang memenuhi persyaratan:

a. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial,

b. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang nyata-nyata tidak
dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak.

* Dalam hal jumlah piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih jumlahnya
melebihi Rp100.000.000 maka ada persyaratan tambahan yakni piutang yang
nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut telah diserahkan perkara penagihannya
kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang
negara, atau terdapat perjanjian tertulis mengenai penghapusan
piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur atas piutang yang nyata-
nyata tidak dapat ditagih tersebut, atau telah dipublikasikan dalam penerbitan
umum atau khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah
dihapuskan untuk jumlah utang tertentu.
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Fasilitas Lainnya (3)

Sesuai PMK 57/PMK.03/2010:

e Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada debitur kecil merupakan
gunggungan jumlah piutang dari beberapa kredit yang diberikan oleh suatu institusi
bank/lembaga pembiayaan dalam negeri sebagai akibat adanya pemberian:

a. Kredit Usaha Keluarga Prasejahtera (Kukesra), yaitu kredit lunak untuk usaha ekonomi
produktif yang diberikan kepada Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera | yang
telah menjadi peserta Takesra dan tergabung dalam kegiatan kelompok Prokesra-OPPKS;

b. Kredit Usaha Tani (KUT), yaitu kredit modal kerja yang diberikan oleh bank kepada
koperasi primer baik sebagai pelaksana (executing) maupun penyalur (channeling) atau
kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai pelaksana pemberian kredit,
untuk keperluan petani yang tergabung dalam kelompok tani guna membiayai usaha
taninya dalam rangka intensifikasi padi, palawija, dan hortikultura;

c. Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana (KPRSS), yaitu kredit yang diberikan oleh
bank kepada masyarakat untuk pemilihan rumah sangat sederhana (RSS);

d. Kredit Usaha Kecil (KUK), yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil;

e. Kredit Usaha Rakyat (KUR), yaitu kredit yang diberikan untuk keperluan modal usaha
kecil lainnya selain KUK; dan/atau

Kredit kecil lainnya dalam rangka kebijakan perkreditan Bank Indonesia dalam

meniembanikan usaha kecil dan koierasi.

a.ﬁ
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Fasilitas Lainnya (4)

Sesuai PP No. 130 Tahun 2000:

e Atas penghasilan yang diperoleh debitur berupa keuntungan
karena pembebasan utang yang merupakan Utang Debitur Kecil
(utang usaha yang jumlahnya tidak lebih dari Rp 350.000.000)

dari bank atau lembaga pembiayaan, dikecualikan sebagai Objek
Pajak.

* Kredit yang diberikan oleh lebih dari satu bank atau lembaga
pembiayaan kepada satu debitur yang jumlah seluruhnya tidak
melebihi Rp350.000.000,00 dapat dihitung sebagai Utang Debitur

Kecil dari masing-masing bank atau lembaga pembiayaan,
sepanjang memenuhi kriteria Utang Debitur Kecil.

* Pengecualian sebagai Objek Pajak tersebut hanya dapat dinikmati
yang bersangkutan 1 kali dalam 1 tahun pajak.
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Fasilitas Lainnya (5)

Sesuai Kep Dirjen Pajak No. 536/PJ1/2000:

* Untuk memberikan kemudahan dalam menghitung besarnya
penghasilan neto bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan
usaha atau pekerjaan bebas, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan
Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

* Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah pedoman untuk
menentukan besarnya penghasilan neto yang diterbitkan oleh Direktur
Jenderal Pajak dan disempurnakan terus-menerus.

* Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari
Rp4.800.000.000 boleh menghitung penghasilan neto dengan
menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dengan syarat
membe-ritahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3
bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

* Wajib Pajak yang menghitung penghasilan netonya dengan menggu-
nakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto wajib menyelenggarakan
pencatatan tentang peredaran brutonya.




Fasilitas Lainnya (6)

Sesuai PMK Nomor 182/PMK.03/2007 :

* Wajib Pajak usaha kecil, baik orang pribadi maupun badan, dapat
menyampaikan 1 (satu) SPT Masa yang meliputi beberapa Masa Pajak
sekaligus.

e Kriteria Wajib Pajak Usaha Kecil yang Mendapatkan Fasilitas tsb:
untuk Wajib Pajak orang pribadi:
a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

b. Wajib Pajak menerima atau memperoleh peredaran usaha dari
kegiatan usaha atau penerimaan bruto dari pekerjaan bebas
dalam Tahun Pajak sebelumnya tidak lebih dari Rp600.000.000.

untuk Wajib Pajak badan:
a. Modal Wajib Pajak 100% dimiliki oleh WNI.

b. Wajib Pajak menerima atau memperoleh peredaran usaha dalam
Tahun Pajak sebelumnya tidak lebih dari Rp900.000.000.




Fasilitas Lainnya (7)

Sesuai PMK Nomor 193/PMK.03/2007 :

* Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak
tertentu, yaitu pengembalian kelebihan pembayaran pajak, apabila pajak
terutang suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, tanpa
melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu

* Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu yang dapat diberikan
pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah :

a. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan
bebas;

b. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan
bebas dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai
dengan jumlah tertentu;

c. Wajib Pajak badan dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih
bayar sampai dengan jumlah tertentu
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Fasilitas Lainnya (7)

Sesuai PMK Nomor 193/PMK.03/2007 :

* Kriteria Wajib Pajak tertentu yang Mendapatkan Fasilitas tsb:

Untuk Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas,
yakni Wajib Pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan dengan :

a. jumlah peredaran usaha yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh paling banyak
sama dengan batasan peredaran usaha Wajib Pajak orang pribadi yang
diperbolehkan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN);

b. jumlah lebih bayar menurut SPT Tahunan PPh kurang dari Rp1.000.000;
atau

c. paling banyak 0,5% dari jumlah peredaran usaha yang tercantum dalam SPT
Tahunan PPh.

Untuk Wajib Pajak badan, yakni Wajib Pajak badan dengan :

a. jumlah peredaran usaha yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh paling
banyak Rp5.000.000.000; dan

b. jumlah lebih bayar menurut SPT Tahunan PPh kurang dari Rp10.000.000.




WP OPPT

1. Pengertian WP OPPT:
WP OP yang melakukan kegiatan usaha sebagai
pedagang pengecer yang mempunyai 1 (satu)
atau lebih tempat usaha.
2. Pedagang Pengecer:
orang pribadi yang melakukan:
a. penjualan barang baik secara grosir maupun
eceran; dan/atau
b. penyerahan jasa,
melalui suatu tempat usaha.




WP OPPT

Kewajiban Pendaftaran NPWP:

a. Tempat tinggal sekaligus tempat usaha:
- hanya diterbitkan satu NPWP

b. tempat usaha dan tempat tinggalnya berbeda baik dalam
satu wilayah KPP maupun berbeda

—> diterbitkan NPWP bagi setiap tempat usaha (NPWP
Cabang) dan di tempat tinggalnya (NPWP domisili).




WP OPPT

a. Besarnya PPh Pasal 25 WP OPPT.:

sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto
setiap bulan dari masing-masing tempat
usaha.

b. Sifat Pembayaran PPh Pasal 25

Tidak final > merupakan kredit pajak atas
PPh yang terutang untuk tahun pajak yang
bersangkutan.




.
WP OPPT

Skema PPh PASAL 25 WP OPPT dengan Satu Tempat Usaha

1. Tn X, mempunyai tempat tinggal sekaligus sebagai tempat usaha sebagai
Pedagang Pengecer di wilayah KPP A

tempat tinggal membayar PPh Pasal 25
KPPA =) sekaligus tempat ™=) (0,75% dari Peredaran
usaha bruto)

2. Tn Y, mempunyai tempat tinggal di wilayah KPP A dan tempat usaha
sebagai Pedagang Pengecer di wilayah KPP B

Hanya tempat tidak ada kewajiban
KPP A
= tinggal = PPh Pasal 25

membayar PPh Pasal 25
(0,75% dari Peredaran
bruto)

KPPB mm) tempat usaha =




.
WP OPPT

Skema PPh PASAL 25 WP OPPT dengan Lebih dari Satu Tempat
Usaha

3. Tn Z, mempunyai tempat tinggal di wilayah KPP A, mempunyai 2 tempat
usaha di wilayah KPP B serta mempunyai satu tempat usaha di wilayah
KPP C

KPP A =) Hanyatempattinggal _  tidak ada kewajiban
PPh Pasal 25

o membayar PPh Pasal 25
KPPA = Meliputi 2 tempat ), (0,75% dari Peredaran bruto)
usaha dari masing-masing tempat
usaha (ada 2 SSP)

membayar PPh Pasal 25
(0,75% dari Peredaran

bruto)
_ IR

KPPB wmm) 1tempat usaha =)




WP OPPT

PELAPORAN PPh PASAL 25

= Tidak ada formulir SPT Masa PPh Pasal 25 khusus WP OPPT

= WP OPPT yang melakukan pembayaran PPh Pasal 25 dan
SSP-nya telah mendapat validasi dengan NTPN, dianggap
telah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 ke KPP sesuai
dengan tanggal validasi yang tercantum pada SSP.

= WP OPPT dengan jumlah angsuran PPh Pasal 25 Nihil atau
yang melakukan pembayaran tetapi tidak mendapat validasi
dengan NTPN, tetap harus menyampaikan SPT Masa PPh
Pasal 25 (SSP Lembar ke-3).




WP OPPT

SANKSI

1. Pembayaran PPh Pasal 25 yang dilakukan:

a. setelah tanggal jatuh tempo pembayaran tetapi belum
melewati batas akhir pelaporan, dikenai sanksi
administrasi berupa bunga (Pasal 9 ayat (2a) UU KUP);
atau

b. setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dan pelaporan,
dikenai sanksi administrasi berupa bunga dan denda
(Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2a) UU KUP).

2. WP OPPT yang tidak menyampaikan SPT Masa PPh Pasal
25 sampai dengan tanggal jatuh tempo pelaporan, dikenai
sanksi administrasi berupa denda (Pasal 7 ayat (1) UU
KUP).
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